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PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 56/M-DAG/PER/8/2017

TENTANG
KETENTUAN PENUNJUKAN

PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN PEJABAT STRUKTURAL

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan
maka Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03/M-
DAG/PER/4/2005 tentang Ketentuan Pengangkatan
Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian Pejabat
Struktural di Lingkungan Kementerian Perdagangan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 59/M-DAG/PER/7/2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
03/M-DAG/PER/4/2005 tentang Ketentuan
Pengangkatan Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian
Pejabat  Struktural di Lingkungan Kementerian
Perdagangan menjadi tidak sesuai lagi dengan struktur
organisasi Kementerian Perdagangan sehingga perlu

dicabut;
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Mengingat

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dan untuk kelancaran
pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian
Perdagangan perlu mengatur kembali ketentuan
penunjukan pelaksana tugas atau pelaksana harian
pejabat  struktural di lingkungan Kementerian
Perdagangan;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang
Ketentuan Penunjukan Pelaksana Tugas dan Pelaksana
Harian Pejabat Struktural di Lingkungan Kementerian

Perdagangan;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);

Peraturan  Menteri Perdagangan  Nomor 08/M-
DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
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Menetapkan
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MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG
KETENTUAN PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS DAN
PELAKSANA HARIAN PEJABAT STRUKTURAL DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya adalah Sekretaris
Jenderal, Direktur Jenderal, Kepala Badan, dan
Inspektur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara.

2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah Kepala Biro,
Sekretaris Direktorat Jenderal, Direktur, Sekretaris
Badan, Kepala Pusat, Sekretaris Inspektorat Jenderal,
Inspektur, dan Kepala Balai sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara.

3. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disebut PIt. adalah
pemberian tugas tambahan kepada seorang pejabat
struktural untuk melaksanakan tugas dalam jabatan
struktural setingkat atau setingkat lebih tinggi karena
jabatan struktural tersebut belum terisi/kosong.

4. Pelaksana Harian yang selanjutnya disebut Plh. adalah
pemberian tugas tambahan kepada seorang pejabat
struktural untuk melaksanakan tugas dalam jabatan
struktural setingkat atau setingkat lebih tinggi karena
pejabat struktural tersebut berhalangan melaksanakan

tugas.

Pasal 2
(1) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan
Tinggi Pratama yang belum terisi harus ditunjuk pejabat
setingkat atau pejabat setingkat lebih tinggi sebagai Plt.
(2) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan

Tinggi Pratama berhalangan melaksanakan tugas paling
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